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1. Pengantar
Peningkatan penerimaan di sektor pajak 505,9 triliun rupiah dibandingkan tahun 
2006 sebesar 423,6 triliun
Perlunya kerja keras bagi pengelola keuangan negara untuk bisa mengatur dan 
menjalankan roda pemerintahan, khususnya aparatur perpajakan dengan kondisi 
pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan melambat, baik Indonesia sendiri dan 
keterkaitan ekonomi global yang memang cenderung mengalami penurunan.
Sudah lama kita terpuruk hingga kini kita hanya bisa melihat upaya-upaya 
pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah yang hasilnya tidak lebih meringankan beban 
hidup tetapi malah cenderung lebih sulit. Demikian pula masyarakat pada umumnya 
nampaknya seperti tidak bisa berbuat apapun untuk ikut memulihkan perekonomian. 
Karena sudah tanpa daya lagi akibat beban berat yang sedang diderita saat ini disebabkan 
harga-harga cenderung mahal.
Tidak bisa ditawar lagi perbaikan iklim investasi menjadi kewajiban nomor satu 
dengan melakukan perubahan peraturan perpajakan yang dapat diterima oleh pelaku dunia 
usaha. Undang-Undang Kepabeanan yang baru menerapkan pengenaan bea keluar dan 
identik yang selama ini diterapkan pajak ekspornya terhadap pengenaan pungutan ekspor 
komoditas tertentu.
2. Prospek Ekonomi Global 2007 dan RAPBN Indonesia
Prospek ekonomi global tahun 2007 terlihat mengarah pada resesi, Ekonom 
terkenal dan handal, Michael Mussa, telah memberi perkiraan potensi perlambatan 
ekonomi dunia dalam pertemuan tentang prospek ekonomi global pada tanggal 11 April 
2006 yang lalu. Kasus-kasus negara lain ternyata prospek pertumbuhan global berada pada 
zona penurunan, dan masalah pada tingkat resesi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato di depan DPR, menjelang 
hari kemerdekaan ke 61 merencanakan target pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,3 persen 
pada tahun 2007.
Dampak terhadap ekonomi Indonesia, tingkat keterbukaan ekonomi Indonesia 
telah cukup tinggi, 46 persen untuk tahun 2004, dan untuk tahun 2005 meningkat lagi 
menjadi 53 persen. Artinya 53 persen PDB Indonesia terbentuk akibat keterkaitan dengan 
ekonomi global. Bertitik tolak dari data ini, tentunya mempertanyakan dasar penentuan 
tingkat pertumbuhan tahun 2007 sebesar 6,3 persen, Pemerintah pun mengajukan RAPBN 
2007 sebesar 746,5 triliun rupiah, dengan penerimaan pajak 505,9 triliun rupiah, 
meningkat dari tahun ini. Yang menjadi persoalan ialah jika pertumbuhan ekonomi tidak 
tercapai penerimaan pajak juga akan turun. Berdasarkan data tahun ini hingga sekarang, 
penerimaan masih diperkirakan jauh dari target.
Salah satu upaya yang dianggap dapat meningkatkan penerimaan pajak ialah jika 
basis pajak berpindah pada pengeluaran atau konsumsi, atau jika porsi pajak atas basis 
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konsumsi ditingkatkan. Data negara-negara Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) menunjukkan bahwa penerimaan pajak berbasiskan konsumsi 
justru lebih tinggi dari jumlah penerimaan pajak perorangan. Dengan demikian RAPBN 
yang masih akan dibahas dalam DPR, sepantasnyalah dikaji lebih mendalam, dengan 
memperhatikan berbagai potensi sukses rencana itu, dan jangan kiranya bahwa demi 
target, beban pajak rakyat makin berat.
Pemerintah menyebutkan bahwa jumlah keluarga miskin per 30 September 2005 adalah 
14,91 juta keluarga. Itu meningkat 29,24 persen pada 15 Mei 2006 menjadi 19,27 juta 
keluarga miskin, terjadi peningkatan kemiskinan secara signifikan. Data itu disampaikan 
pemerintah untuk mengusulkan tambahan bantuan tunai Rp. 1,8 Triliun.
Anggaran pemerintah menjadi satu-satunya alternative mendorong pertumbuhan 
ekonomi, kebijakan dan program fiskal tidak sesuai harapan, pemerintah harus berani 
melakukan terobosan nyata mengubah format anggaran agar lebih berorientasi menjawab 
persoalan sosial dan ekonomi.
Misalnya terlihat dari rendahnya belanja modal dan barang dibandingkan besarnya 
pembayaran cicilan pokok dan bunga utang di sisi lain, stabilitas anggaran tidak berfungsi 
dengan baik, karena pengelolaan anggaran hanya terfokus kepada upaya menekan defisit 
tanpa memperhitungkan dampaknya bagi ekonomi secara luas.
3. Perbaikan iklim investasi melalui peraturan perpajakan
Pemerintah dengan DPR sedang membahas perubahan lima rancangan undang-
undang, Presiden sudah mengajukan akhir Agustus 2006, dan mulai dibahas di DPR 
September 2006. Perubahan Rancangan Undang-undangnya adalah Ketentuan Umum 
Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, serta RUU 
Pajak Penghasilan, RUU Cukai dan rancangan undang-undang kepabeanan yang sudah 
disyahkan oleh DPR. Dengan adanya perubahan perpajakan seharusnya bisa diselesaikan 
pada akhir tahun 2006 dan pelaksanaan bisa untuk tahun 2007, sehingga pelaku dunia 
usaha dapat mempersiapkan, meningkatkan daya saing dengan diberikan kemudahan dan 
fasilitas dalam bidang perpajakan, dan dimungkinkannya sektor riil dapat bergerak hingga 
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian pemungutan pajak negara dalam bentuk pajak, bea dan cukai 
serta pajak yang lainnya mempunyai dasar hukum yang jelas, dan dimungkinkan 
peningkatan penerimaan disektor pajak dapat tercapai.
4. Penerimaan Perpajakan
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 Jelas terlihat bahwa peningkatan rencana penerimaan disektor pajak lebih tinggi 
dibandingkan penerimaan pajak di tahun 2006, dunia usaha menginginkan kebijakan yang 
mampu menekan inefesiensi sebagai penyebab ekonomi biaya tinggi.
Keseriusan pemerintah dalam memberantas penyelundupan kembali 
dipertanyakan, meski penyelundupan terbukti sudah termasuk perekonomian dan 
membuat industri dalam negeri banyak yang gulung tikar, namun pemerintah tampaknya 
masih menganggap penyelundupan bukan masalah yang penting untuk segera diberantas.
Aparat perpajakan untuk dapat melaksanakan hal-hal yang telah digariskan, dan 
mampu meningkatkan kualitas pelayanan dengan tetap berpedoman pada sistem dan 
prosedur yang berlaku, serta dilarang melakukan pungutan-pungutan di luar ketentuan 
tarif yang berlaku. Meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan yang diberitakan baik 
secara administrative maupun operasional. Salah satu modal dasar untuk melakukan 
kerjasama yang sinergi adalah membangun kepercayaan antar pihak yang bekerja sama, 
biasanya dimulai dengan komunikasi yang jujur dan terbuka, yang berlangsung terus 
menerus secara konsisten. Setelah terbangun kepercayaan, para pihak bisa saling 
memanfaatkan kekuatan dari pihak lainnya untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. 
Oleh sebab itu perlu kiat-kiat untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan dunia 
usaha untuk kemudian mensinergikan pelaksanaan program pembangunan secara 
nasional, ini membuktikan bahwa betapa perlunya kita melaksanakan good governance, 
andaikan semua pihak melaksanakan satu prinsip saja dari penerapannya, misalnya aspek 
transparansi, sangat bisa diyakini bahwa sebenarnya kita dapat menghindari saling tidak 
percaya di antara kita. Prinsip transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi 
baik dalam proses pengambilan kebijakan maupun dalam mengungkapkan informasi yang 
material dan relevan dari suatu institusi.
5. Pengenaan Bea Keluar
Undang-Undang Kepabeanan yang baru akan menerapkan pengenaan bea keluar 
dan identik yang selama ini diterapkan pajak ekspornya terhadap pengenaan pungutan 
ekspor komoditas tertentu.
Bea keluar tidak bisa serta merta diterapkan untuk menggantikan pungutan ekspor (PE) 
sebagai instrument penerimaan, pertimbangan penerapan bea keluar antara lain 
penerimaan negara (menjadi salah satu pengganti kehilangan penerimaan negara akibat 
penghapusan pajak ekspor terhadap sejumlah komoditas) dan stok kebutuhan nasional dan 
keberlangsungan ekspor komoditas bersangkutan di pasar internasional.
Bea keluar hanya bisa diterapkan dalam keadaan tertentu untuk melindungi 
kebutuhan pasar dalam negeri atas jenis barang tertentu, tanpa memberatkan produsennya. 
Sebaiknya bea keluar menjadi instrumen perdagangan dan bukan instrumen penerimaan. 
Tujuan pengenaan bea keluar adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan domestik, 
melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga internasional, 
dan menjaga stabilitas harga komititas tertentu di dalam negeri.
6. Dasar Hukum Bea Keluar
Ketentuan pengenaan Bea keluar dalam pasal 2A rancangan undang-undang kepabeanan 
yaitu :
”Barang ekspor dapat dikenakan bea keluar” dan Bea keluar dikenakan terhadap 
barang ekspor dengan tujuan :
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41. menjamin terpenuhinya kebutuhan domestic
2. melindungi kelestarian sumber daya alam
3. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastic dari komoditas ekspor 
tertentu di pasaran internasional, atau menjaga stabilitas harga komititas 
tertentu di dalam negeri
Ketentuan bea keluar diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
7. Perlu kajian untuk tentukan komoditas kena bea keluar
Bea keluar kemungkinan akan diterapkan kepada komoditas ekspor atau 
komoditas tertentu yang selama ini dikenakan pajak ekspor sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 
(6) Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor 
Tertentu yang selama ini ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan tentang 
Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Ekspor Tertentu, besarnya Harga Patokan Ektor 
(HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional dan atau harga 
rata-rata FOB dibeberapa pelabuhan di Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan 
HPE sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor, antara lain :
1. Kelapa Sawit, CPO (crude palm oil/minyak sawit) dan produk turunannya
Untuk komoditas perkebunan akan diterapkan pada komoditas CPO (crude palm 
oil/minyak sawit), besar kecilnya pasokan CPO pada kebutuhan industri pengolahan 
minyak sangat menentukan stabilitas harga minyak goreng. Komoditas ini juga sangat 
dipengaruhi pergerakan harga di luar negeri dan selama ini ketentuan pajak ekspor 
CPO belum ditetapkan berdasarkan UU tetapi baru surat keputusan menteri.
2. Komoditas perkebunan selain CPO
Pemerintah dapat saja mengenakan bea keluar kepada komoditas perkebunan selain 
CPO, asalkan telah memenuhi sejumlah persyaratan antara lain :
·Telah terpenuhinya semua program revitalisasi pertanian dan perkebunan pada 
saat pemerintah belum dapat membantu sepenuhnya dalam program itu, dan 
belum berperan maksimal dalam perkebunan, pemerintah harus memberikan 
subsidi kebutuhan perkebunan, seperti pupuk, dan aktif menjalankan program 
penyuluhan.
·Produktivitas komoditas perkebunan maksimal





7. Pengutan Ekspor Batubara
Berdasarkan Surat Edaran DJBC No.SE-28/BC/2006 tanggal 13 September 2006, 
terhitung sejak tanggal 13 September 2006 terhadap ekspor batubara tidak dilakukan 
pemungutan Pungutan Ekspor. (adanya surat Menteri Keuangan No.S-
396/MK.10/2006 tanggal 13 September 2006 hal pungutan ekspor batubara 
disampaikan bahwa sementara menunggu proses pencabutan terhadap kedua 
Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan Pungutan Ekspor Batubara yaitu PMK 
No.95/PMK.02/2005 dan No.131/PMK.10/2005).
Namun demikian berdasarkan Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang 
Ekspor Tertentu sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI No.35/M-
DAG/PER/11/2006 tanggal 6 Nopember 2006) bentuk komoditi batubara masih 
tercantum untuk dikenakan pungutan ekspor.
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Untuk pungutan ekspor batubara ternyata tidak tercantum sesuai Pasal 3 yaitu 
Besarnya Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk komoditi Kayu, Rotan, Pasir, Kelapa 
Sawit, CPO dan Produk Turunannya dan Kulit, dengan demikian ada perbedaan 
antara Peraturan Menteri Perdagangan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai.
8. Korupsi masih tetap tinggi
Hasil survey Transparansi Internasional (TI) tahun 2006, mengenai Indeks 
persepsi korupsi peringkat Indonesia berada diurutan ke 134 berdasarkan kemampuan 
mengatasi Korupsi, dengan IPK 2,4.
Di negara Asean posisi Indonesia hanya diatas Myanmar (162) dan Kamboja (162) 
sedangkan Singapura diposisi (5), Malaysia (44), Thailand (65), Laos (114), Timor Leste 
(177), Vietnam (118) dan Filipina peringkat ke (126). Dengan posisi ini Indonesia masih 
termasuk Negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi.
Praktik korupsi masih menjadi masalah dunia, khususnya Negara miskin, hal ini  
menunjukkan korupsi masih signifikasi menyebabkan peningkatan masyarakat miskin di 
dunia.
Hampir tiga perempat negara yang memiliki skor IPK dibawah lima merupakan 
negara berpendapat sangat rendah, sebagian besar negara itu berada di kawasan Afrika, 
kecuali Indonesia, Papua Nugini, Bangladesh dan Filipina.
Profesi pengacara, akuntan, dan perbankan disamping asosiasi lainnya memiliki tanggung 
7jawab khusus untuk mengambil tindakan tegas terhadap tindak korupsi.
Indeks persepsi korupsi 2006
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6Dari sudut manapun, korupsi adalah buruk, namun pemberatasan korupsi sulit 
dikerjakan, kurangnya komitmen politik, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, 
hingga alasan cultural adalah alasan-alasan yang sering diajukan. Ada alasan lain yang 
belum banyak dibicarakan, korupsi sudah pada tingkat optimal.
Menurut teori ekonomi, jika suatu variabel sudah mencapai tingkat optimal, ia 
tidak dapat dibuat lebih banyak atau lebih sedikit tanpa menimbulkan kerugian.
Korupsi yang optimal artinya jika lebih banyak korupsi, artinya buruk bagi 
pelaku-pelaku ekonomi secara keseluruhan, namun jika tingkat korupsi dikurangi, 
perekonomian juga akan terganggu. Satu catatan, kondisi yang optimal secara social atau 
politik, bahkan secara ekonomi pun kondisi yang optimal tidak berarti kodisi itu 
diinginkan (desirable)
Ada tiga kemungkinan penyebab tingkat korupsi menjadi optimal yaitu : 
Menurut argument pertama, jika aktivitas bisnis bisa diibaratkan sebagai roda bagi 
perekonomian, korupsi bukan hanya menjadi penghambat, Ia bahkan bisa menjadi minyak 
pelumas bagi roda itu (Wei 1999). Argumen kedua mengatakan korupsi bisa menjadi 
mekanisme seleksi pengusaha yang efisien. Korupsi menjadi mekanisme seleksi guna 
memisahkan pengusaha yang efisien dari yang tidak, dengan kata lain korupsi adalah kaki 
gaib (invisible foot) yang menendang mereka yang tidak efisien dari pasar. Dalam 
argumen ketiga, korupsi merugikan perekonomian. Dalam jangka panjang kompetisi akan 
menghapus korupsi, menurut peraih Nobel Ekonomi Gary Becker (1983), kompetisi pasar 
antara pelaku ekonomi dan kompetisi politik antara kelompok kepentingan akan 
menaikkan biaya bagi pemburu rente, hasilnya kebijakan yang paling berpihak pada 
kepentingan publik adalah strategi terbaik untuk meraih dukungan.
9. 6.200 Importir berisiko tinggi
Departemen Keuangan melaporkan 6.200 importir, atau lebih dari 42% dari total 
14.515 importir terdaftar, memiliki risiko tinggi melakukan penyelundupan.
Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Ditjen Bea dan Cukai, sekitar 2.900 importir 
terdaftar (19,98%) masuk dalam kategori memiliki risiko menengah untuk melakukan atau 
terlibat penyelundupan dan 5.413 importir (37,29%) berisiko kecil. 
Profil importir ini penting agar jangan sampai dalam upaya pemberantasan 
penyelundupan, pihak-pihak yangmelakukan transaksi legal menjadi dirugikan dengan 
adanya enforcement yang makin ketat, terutama dalam hal pengawasan arus barang keluar 
masuk pelabuhan.
Tugas berat yang harus dilakukan oleh Tim Keppres No.24/2005 mengenai 
percepatan arus barang ekspor dan impor agar pemberantasan penyelundupan tidak 
mengganggu kelancaran arus keluar masuk barang.
Undang-undang kepabeanan yang baru didefinisikan lebih rinci serta diatur 
ekspor impor sehingga memberikan keuntungan yang lebih.
Adanya hambatan dalam pemberantasan penyelundupan baik internal maupun 
eksternal dari tubuh Ditjen Bea dan Cukai yaitu masalah yang bersifat sistemik dan 
struktural, terutama menyangkut tingkat gaji dan renumerasi yang tidak sepadan 
dibandingkan risiko dan tanggung jawab, sedangkan hambatan eksternal berupa 
kelemahan system kepabeanan maupun kepelabuhan, terutama menyangkut aplikasi 
pelayanan serta integrasi dari system aplikasi data kepabeanan.
Adanya kemungkinan untuk mendapatkan premi, yaitu kompensasi bagi orang 
perseorangan, kelompok atau unit kerja yang dapat membantu menangani dan menangkap 
pelanggaran kepabeanan, premi itu adalah 50% dari sanksi administrative berupa denda 
dan atau hasil lelang dari barang yang diselundupkan.
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Sistem ini akan diatur lebih lanjut agar dapat memberikan insentif yang lebih bagi 
orang per orang atau instansi yang mampu melaksanakan tugas untuk mengurangi volume 
penyelundupan maupun berbagai kemungkinan terjadinya tindakan ilegal yang 
berhubungan dengan peraturan kepabeanan.
Ditjen Bea dan Cukai akan meningkatkan audit terhadap perusahaan-perusahaan 
yang menerima fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor.
Pemerintah akan menerbitkan izin fasilitas itu serta memberi sanksi bagi yang 
menyalahgunakan fasilitas berupa denda dan pencabutan izin bagi yang terlibat dalam 
penyelundupan.
Importir berisiko melakukan penyelundupan
Dalam menangani penanganan penyelundupan antara lain dengan penataan 
sistem kepelabuhan, sistem perbaikan administrasi arus barang termasuk bea cukai dan 
aspek penegakkan hukum.
10. Pengawasan produk asing di perbatasan diperketat
Pemerintah tidak dapat gegabah menetapkan banyak peraturan yang 
menghambat perdagangan dalam negeri, tapi memutuskan pengetatan pengawasan 
masuknya produk asing di wilayah perbatasan. Jika banyak peraturan pengawasan barang 
beredar justru akan merugikan yang tidak melanggar yang lebih penting implementasi 
pengawasan di cross border dan pelaksanaan UU Kepabeanan di lapangan.
Produk asing seperti tekstil dan sepatu yang masuk secara legal dan ilegal di 
Indonesia, kedua produk itu telah menguasai lebih dari 60% pangsa pasar dipasar 
domestic.
Pemerintah seharusnya tidak akan memilih kebijakan penetapan peraturan yang 
membatasi pergerakan barang dan produk asing dipasar domestik, pemerintah dapat 
mencari modus apa yang akan dilakukan untuk melakukan pengawasan barang legal dan 
ilegal.
Pemerintah dapat menempuh alternative implementasi UU kepabeanan baru 
yang telah secara tegas menetapkan definisi dan sanksi baik pelaku dan aparat yang 
terlibat.
UU Kepabeanan baru menetapkan definisi dan sanksi yang tegas, dengan dasar 
hukum lebih kuat. Modus yang berhubungan dengan penanganan penyelundupan adalah 
penyelundupan dari kawasan berikat atau gudang berikat maupun perusahaan penerima 
kemudahan impor untuk tujuan ekspor.
11. Kesimpulan
Dilihat dari RAPB tahun 2007 pemerintah optimis dengan penerimaan di sektor 
pajak 505,9 triliun rupiah akan meningkat dibandingkan tahun 2006 sebesar 423,6 triliun, 
namun demikian perlu melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi internasional yang 
diperkirakan mengalami penurunan atau potensi pelambatan ekonomi, jika pertumbuhan 
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8ekonomi tidak tercapai penerimaan pajak juga akan turun.
Terjadi peningkatan kemiskinan secara signifikan bahwa jumlah keluarga miskin 
per 30 September 2005 adalah 14,91 juta keluarga. Itu meningkat 29,24 persen pada 15 
Mei 2006 menjadi 19,27 juta keluarga miskin.
Bea keluar kemungkinan akan diterapkan kepada komoditas ekspor atau 
komoditas tertentu yang selama ini dikenakan pajak ekspor sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 
(6) Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2005.
Hasil survey Transparansi Internasional (TI) tahun 2006, mengenai Indeks 
persepsi korupsi peringkat Indonesia berada diurutan ke 134 berdasarkan kemampuan 
mengatasi Korupsi, dengan IPK 2,4.
Departemen Keuangan melaporkan 6.200 importir, atau lebih dari 42% dari total 
14.515 importir terdaftar, memiliki risiko tinggi melakukan penyelundupan.
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